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Menimbang

Mengingat

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu
melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung
Jabung Timur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran
2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur

Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020;

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999



Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999

ten tang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pendemi

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) darr/atau Dalam

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem

Kuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undangNomor6 Tahun 2014 Tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor41, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia
Nomor6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK07/2020

ten tang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)dan/ atau

menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 377);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205jPMK.07/2019

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 50jPMK07/2020 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

205/PMK07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Prioritas Penggunaan Dana



Menetapkan

Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 632);

10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 53 Tahun

2019 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun

Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Perubahan Bupati Tanjung Jabung Timur
Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 53 Tahun

2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun

Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2020 Nomor27);

11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 56 Tahun

2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor
56);

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANPERATURAN

BUPATINOMOR56 TAHUN2019 TENTANGTATACARA

PEMBAGIANDAN PENETAPANRINCIAN DANA DESA
SETIAPDESADI KABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR
TAHUNANGGARAN2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung

Timur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian
dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 56)
diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka

12 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul

dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi

Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa;

7. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh

Kementerian Dalam Negeri.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya

disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintahan Desa.



9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut

RKUD adalah rekening kas milik Pemerintah Daerah

Kabupaten.

10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKDadalah

rekening kas milik Pemerintah Desa.

11. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut PADes

adalah Pendapatan yang berasal dari hasil usaha desa,

hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi serta

hasil dari gotong royong di desa.

12. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya

disingkat BLTDesa adalah pemberian uang tunai kepada

keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang

bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak

ekonomi akibat adanya pandemic Corona Virus Disease

2019 (COVID-19).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasall0

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUNke RKDmelalui RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap

Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana

Desa ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa

pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :

a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40%

(empat puluh persen);



b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 400/0 (empat
puluh persen);dan

c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 200/0 (dua
puluh persen).

(4) PenyaluranDana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan

penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. tahap I tanpa dokumenpersyaratan;

b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
c. tahap IIIberupa

1. Peraturan DesamengenaiAPBDes;

2. Laporanrealisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan
realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 500/0

(lima puluh persen) dan capaian keluaran
menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh
persen);dan

4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Desa tahun anggaran sebelumnya.

(5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf c angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata
rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan
setiap desa.

(6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,
kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan

keluaran dan capaian keluaran sebagaimana tercantum
dalam LampiranII sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari peraturan bupati ini.

(7) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (4)dengan kondisipenyerapan dan capaian keluaran
sebagaimanadimaksud pada ayat (5)dan ayat (6).



(8) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) Bupati menyampaikan dokumen persyaratan

penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala

KPPN selaku KPAPenyaluran DAKFisik dan Dana Desa

setiap minggu.

(9) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala

Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada

Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

(10)Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam

bentuk dokumen fisik (hardcopy) danZatau dokumen
elektronik (soJtcopy);

(11)Dokumen elektronik (soJtcopy) sebagaimana dimaksud
pada ayat (8)diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

3. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan Pasal 11Ayang
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A
(1)Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Kepala
Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran
kepada Bupati dengan ketentuan :

a. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga)
kali dengan besaran :

1. penyaluran pertama sebesar 150/0 (lima belas
persen);

2. penyaluran kedua 150/0(limabelas persen); dan
3. penyaluran ketiga sebesar 100/0(sepuluh persen).

b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga)
kali dengan besaran :
1. penyaluran pertama sebesar 150/0 (lima belas

persen);
2. penyaluran pertama sebesar 150/0 (lima belas

persen);
3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).



c. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar

penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan

d. Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal

11 ayat (3) huruf c dan memenuhi persyaratan

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(4)huruf c.

(2)Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) :

a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga)

kali dengan besaran :

1. penyaluran pertama sebesar 15%) (lima belas
persen);

2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
dan

3. penyaluran ketiga sebesar 100/0(sepuluh persen).
b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling
cepat 2 (minggu);dan

c. tahap IIIdilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11
ayat (3)huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasalll ayat (4)huruf c.

(3)Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dan huruf b
dan ayat (2) huruf a dilaksahakan oleh Bupati kepada
KPPN.

4. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 9
sehinggaPasal 12berbunyi sebagai berikut :

Pasal12

(1)Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa serta harus
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat
desa berupa :



a. peningkatan kualitas hidup;

b. peningkatan kesejateraan;

c. penanggulangan kemiskinan; dan

d. peningkatan pelayanan publik.

(2) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diutamakan

untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di

bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung

pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat meliputi :

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta

pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk

pemenuhan kebutuhan:

1) lingkunganpemukiman;

2) transportasi;
3) energi;
4) informasidan komunikasi;dan
5) sosial.

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta
pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial
dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta
peningkatan kualitas:
1) kesehatan dan gizimasyarakat; dan
2) pendidikandan kebudayaan.

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta

pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi
masyarakat desa meliputi:
1) usaha budidaya pertanian (on farm/ off fann)

danjatau perikanan untuk ketahanan pangan;
2) usaha industri kecil danj atau industri rumahan,

dan pengolahanpasca panen; dan

3) usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/ off

fann) danjatau perikanan berskala produktif
meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran
yang difokuskan pada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa danjatau
produk unggulan kawasan perdesaan.



d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta

pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam

untuk:

1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;

2) penanganan bencana alam; dan

3) pelestarian lingkungan hidup

e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta

pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial

untuk:

1) konflik sosial; dan

2) bencana sosial.

(3)Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hurufb diutamakan untuk:

a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas

kegiatan meliputi ;

1) pengembangan produk unggulan Desa darr/atau

produk unggulan kawasan perdesaan;

2) pembangunan dan pengembangan embung darr/ atau

penampungan air kecillainnya;

3) pembangunan dan pengembangan saran a prasarana

olahraga Desa; dan

4) pembentukan dan pengembangan Badan Usaha

Milik Desa dan Zatau Badan Usaha Milik Desa

Bersama.

b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;

c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga

miskin; dan

d. meningkatkan pendapatan asli Desa.

(4)Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 huruf c diutamakan untuk :

a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;

b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;

c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga

dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan

kerja dan dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan

mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat

guna, inovasi dan sumber daya manusia di Desa;



d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi

masyarakat Desa yang menganggur, setengah

menganggur, keluarga miskin; dan

e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis
(stunting).

(5)Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d diutamakan untuk membiayai
pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan
sosial.

a. Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa
meliputi :

1)perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi

kronis (stunting);

2) peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
3) pencegahan kematian ibu dan anak.

b. Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan Desa
meliputi :

1)penyelenggaraanpendidikananak usia dini (PAUD);
2) penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah,

putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi;
dan

3) pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan
kearifan lokal.

c. Peningkatan pelayanan publik bidang social di Desa
yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat
rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan
wargamasyarakat berkebutuhan khusus.

(6)Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak

termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah
mendapat persetujuan Bupati.

(7) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa
mengenaiAPBDesa.

(8) Rincian daftar kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa
di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan desa
sebagaimana tercantum dalam lampiran III sebagai
bagianyang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.



(9) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka

menanggulangi dampak ekonomi atas pendemi Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19)antara lain berupa:

a. Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease

2019 (COVID-19);danjatau

b. Jaring pengaman sosial di Desa.

5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu

Pasal 12Adan Pasal12B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal12A

(1)Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud

pada Pasal 12 ayat (9) huruf b, berupa BLTDesa kepada

keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai

keluarga penerima manfaat.

(2)Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

(3)Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan

melaksanakan kegiatan BLTDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(4)Calon keluarga penerima manfaat BLTDesa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria
sebagai berikut :

a. Calon Keluarga penerima BLT Dana Desa adalah

keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili

di Desa bersangkutan; dan

b. Tidak termasuk penerima bantu an Program Keluarga

Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Provinsi,

Bantuan Kabupaten, BST dan Kartu Pra Kerja.

(5) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian
Sosial.

(6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



(7) Pembayaran BLTDesa sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat

bulan April 2020.

(8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan,

penetapan data keluarga penerima manfaat BLTDesa dan

pelaksanaan pemberian BLTDesa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal12B

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan

tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana

dimaksud pada Pasal 12 ayat (3), dikenakan sanksi

berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III

tahun anggaran berjalan.

(2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal

berdasarkan hasil musyawarah Desa

khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon

keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi

kriteria.

(3) Hasil musyawarah Desa khusus/rnusyawarah insidentil

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam

peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

(4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) disampaikan kepada KPPN selaku KPA Penyaluran

DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran

Dana Desa tahap III atau tahap II bagi Desa dengan

status Desa Mandiri.



6. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu

Pasal 18A,yang berbunyi sebagai beriku t :

Pasal18A

(1)Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa

Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di
RKDdengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan
Oktober2020.

(2)KepalaDesa menyetorkan sisa Dana Desa Tahun Anggaran
2015 sampai dengan 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)ke RKUDpaling lambat akhir bulan
Oktober2020.

(3)Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD
dapat disalurkan ke RKDpaling lambat bulan Juli 2020.

(4)Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN
selakuk KPAPenyaluran DAKFisik dan Dana Desa atas
data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan
Tahun 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di

RKUDtahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak

disalurkan ke RKDpaling lambat akhir bulan November
2020.

(5)Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKDdan
RKUDhasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)ke RKUNpaling lambat akhir bulan Desember2020.

(6)Dalam hal Bupati tidak menyetorkan sisa Dana Desa di

RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri
Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut
melalui pemotongan Dana AlokasiUmum darr/atau Dana
BagiHasil tahun anggaran berikutnya.

(7)Pemotongan Dana ALokasi Umum darr/atau Bagi Hasil
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan
keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama
MenteriKeuangan.

(8)Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran2019
di RKDyang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan



kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa

tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa

tahap II Tahun Anggaran 2020.

(9) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan

capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal '1-1- Juni 2020

~P.NJUN JABUNGTIMUR,

OELAH DITELITl KEBENARANNYA
KabagHukum DanPerundang • Undangan
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Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal ~'J..- Juni 2020
SEKRETARISDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR,

SAPRIL

BERITADAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNG TIMURTAHUN2020
NOMOR 35"

-- - ----------



LAMPIRANI
PERATURANBUPATITANJUNGJABUNGTlMUR
NOMOR -;11 TAHUN2020
TENTANG
PERUBAHANPERATURANBUPATITANJUNGJABUNGTIMURNOMOR56
TAHUN2019 TENTANGTATACARAPEMBAGIANDANPENETAPANRINCIAN
DANADESASETIAPDESADI KABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR
TAHUNANGGARAN2020

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2020

;At~~~i~nt~~ ~J'~,t~i!:J
-:': ,c{ ... (4)"- ,;;;;;;~' 5) (6) i(7)= (3) + ;~:(5)+ (6

I KEC. MUARA SABAK TIMUR
1 Alang-Alang 651.999.000 - 144.096.000 218.990.000 1.015.085.000
2 Lambur 651.999.000 - 144.096.000 425.936.000 1.222.031.000
3 Simbur Naik 651.999.000 - - 165.257.000 817.256.000
4 Lambur I 651.999.000 - - 198.311.000 850.310.000
5 Lambur II 651.999.000 - - 453.466.000 1.105.465.000
6 Kota Raja 651.999.000 - - 293.062.000 945.061.000
7 Siau Dalam 651.999.000 - - 282.305.000 934.304.000
8 Sungai Ular 651.999.000 - - 174.627.000 826.626.000
9 Kota Harapan 651.999.000 - 144.096.000 182.141.000 978.236.000
10 Kuala Simbur 651.999.000 - 144.096.000 210.050.000 1.006.145.000
II NIPAH PANJANG
1 Simpang Jelita 651.999.000 - - 182.521.000 834.520.000
2 Simpang Datuk 651.999.000 - - 328.489.000 980.488.000
3 Teluk Kijing 651.999.000 - - 300.638.000 952.637.000
4 Sungai Raya 651.999.000 181.634.000 - 447.350.000 1.280.983.000
5 Pemusiran 651.999.000 - - 204.653.000 856.652.000
6 Sungai Tering 651.999.000 181.634.000 - 547.445.000 1.381.078.000
7 Sungai Jeruk 651.999.000 - 144.096.000 258.334.000 1.054.429.000
8 Bunga Tanjung 651.999.000 - - 208.414.000 860.413.000
III MENDAHARA
1 Pangkal Duri 651.999.000 - - 590.607.000 1.242.606.000
2 Mendahara Tengah 651.999.000 - - 317.036.000 969.035.000
3 Lagan Ilir 651.999.000 - - 421.683.000 1.073.682.000
4 Sinar Kalimantan 651.999.000 - - 212.358.000 864.357.000
5 Sungai Tawar 651.999.000 - - 773.802.000 1.425.801.000
6 Bakti Idaman 651.999.000 - 144.096.000 275.030.000 1.071.125.000
7 Merbau 651.999.000 - - 397.869.000 1.049.868.000
8 Pangkal Duri Ilir 651.999.000 - - 481.857.000 1.133.856.000
IV RANTAU RASAU
1 Rantau Rasau I 651.999.000 - - 257.516.000 909.515.000
2 Rantau Rasau II 651.999.000 - - 142.047.000 794.046.000
3 Harapan Makmur 651.999.000 - - 216.562.000 868.561.000
4 Bangun Karva 651.999.000 - - 245.947.000 897.946.000
5 Rantau Jaya 651.999.000 - - 192.657.000 844.656.000
6 Sungai Dusun 651.999.000 - - 136.586.000 788.585.000
7 Karya Bakti 651.999.000 - - 216.660.000 868.659.000
8 Marga Mulva 651.999.000 - - 280.289.000 932.288.000
9 Pematang Mayan 651.999.000 - - 179.273.000 831.272.000
10 Tri Mulyo 651.999.000 - - 335.754.000 987.753.000

V SADU
1 Sungai Sayang 651.999.000 - - 420.031.000 1.072.030.000
2 Air Hitam Laut 651.999.000 - - 482.249.000 1.134.248.000
3 Surigai Jambat 651.999.000 181.634.000 - 647.667.000 1.481.300.000
4 Sunga litik 651.999.000 - - 378.638.000 1.030.637.000
5 Sungai Benuh 651.999.000 - - 202.420.000 854.419.000
6 Sungai Cernara 651.999.000 - - 344.553.000 996.552.000
7 Remau Baku Tuo 651.999.000 - - 409.516.000 1.061.515.000
8 Labuhan Pering 651.999.000 - - 473.106.000 1.125.105.000

VI DENDANG
1 Kuala Dendang 651.999.000 181.634.000 - 554.900.000 1.388.533.000
2 Kota Kandis Dendang 651.999.000 - - 187.286.000 839.285.000
3 Koto Kandis 651.999.000 - - 1.155.917.000 1.807.916.000
4 Sido Mukti 651.999.000 - - 306.599.000 958.598.000
5 Catur Rahayu 651.999.000 - - 311.065.000 963.064.000
6 Jati Mulyo 651.999.000 - - 137.945.000 789.944.000

VII KUALAJAMBI
1 Teluk Majelis 651.999.000 - - 543.240.000 1.195.239.000
2 Kuala Lagan 651.999.000 - - 275.076.000 927.075.000
3 Majelis Hidayah 651.999.000 - - 189.324.000 841.323.000
4 Manunggal Makmur 651.999.000 - - 185.998.000 837.997.000



IX
1 651.999.000
2 651.999.000
3 651.999.000
4 651.999.000
5 651.999.000
6 651.999.000
7 651.999.000
8 651.999.000

X BERBAK
1 651.999.000
2 651.999.000
3 Sun ai Rambut 651.999.000
4 651.999.000
5 a Limo 651.999.000

Total 47.595.927.000

181.634.000

144.096.000

144.096.000

1.089.804.000 1.152.768.000

UElAH DITELlTII(EBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang • Undangan

310.603.000 962.602.000
282.537.000 934.536.000
238.781.000 890.780.000
188.012.000 840.011.000
196.928.000 993.023.000
154.400.000 806.399.000
107.730.000 759.729.000
154.256.000 806.255.000

511.932.000 1.345.565.000
674.325.000 1.326.324.000
271.414.000 923.413.000
351.357.000 1.003.356.000
502.0 .000 1.298.182.000

24.494. .000 74.332.549.000

ABUNG TIMUR,

H. ROMI ARIYANTO



LAMPI RAN II
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR '3'5" TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 56 TAHUN
2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

A. FORMAT LAPORAN REALISASI~ENYERAHAN DAN CAPAIAN KELUARAN

LAPORAN REALISASIPENYERAPANDAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN .......•.....

PEMERINTAH DESA .
KECAMATAN .

KABUPATEN .
PAGU DANA'

REKENING URAIAN VOLUME CARA ANGGARAN REALISASI SISA
% TENAGA

DURASI BLT
URAIAN

UPAH KPM
1 2 KEluARAN PENGADAAN

CAPAIANA KERJA KET
KELUARAN

a b c a b c d Rp. Rp. Rp. KELUARAN Orang Hari Rp KK Rp
1 2 3 4 S 6 7 8=6-7 9 10 11 12 13 14 15

4 I>ENDAPATAN
4 2 tRANSFER
4 2 1 DANA DESA

JUMLAH PEDAPATAN

5 &ELANJA
&IDANG PENYELENGGARAAN

1 PEMERINTAHAN
1 1 SUB BIDANG
1 1 01 i<EGIATAN
1 1 02 dst......

2 &IDANG PEMBANGUNAN DESA
2 1 SUB BIDANG
2 1 01 i<EGIATAN
2 1 02 dst ......

&IDANG PEMBINAAN
3 kEMASYARAKATAN DE5A
3 1 SUB BIDANG
3 1 01 i<EGIATAN
3 1 02 dst ......



BIDANG PEMBERDAYAAN
4 KEMASYARAKATAN DESA
4 1 SUB BIDANG

4 1 01 KEGIATAN

4 1 02 dst ......

BIDANG PENANGGULANGAN
BENCANA, KEADAAN DARURAT

S
DAN MENDESAK DESA

SUB BIDANG PENANGGULANGAN
5 1 BENCANA
5 1 00 PENANGGULANGAN BENCANA

5 1 00 5 4 Belanja Tak Terduga

5 1 00 5 4 1 Belanja Tak Terduga

5 1 00 5 4 1 01 Belanja Tak Terduga
1. Sterilisasi fasllitas umum dan
fasilitas sosial Desa *)
2. Penyediaan Obat-obatan *)
3. Pembuatan Ruang Isolasi
Diri/Karantina Mandiri*)
4. Penyediaan Alat Perlindungan
Diri (Masker, APD untuk Relawan,
dst*)
5.Pembuatan Antiseptik (Hand
Sanitizer)/Disinfektan*)
6. dll*)

5 2 SUB BIDANG KEADAAN DARURAT

5 2 00 KEADAAN DARURAT

5 2 00 5 4 Belanja Tak Terduga

5 2 00 5 4 1 Belanja Tak Terduga

5 2 00 5 4 1 01 Belanja Tak Terduga

5 3 SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK

5 3 00 KEADAAN MENDESAK

5 3 00 5 4 Belanja Tak Terduga

5 3 00 5 4 1 Belanja Tak Terduga

5 3 00 5 4 1 01 Belanja Tak Terduga
1. Bantuan Langsung Tunai

a. BLT Bulan Pertama
b. BLT Bulan ke ....dst



6 PEMBIAYAAN
6 2 Pengeluaran Pembiayaan
6 2 2 Penyertaan Modal Oesa
6 2 2 1 Penyertaan Modal Oesa

JUMLAH PEMBIAYAAN

JUMLAH
(PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)

*) Tidak mengingat pada penornoran dan nama keglatan
...................., 2020
KepalaDesa

( )



PETUNJUJK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

NOMOR URAIAN
1 Kolom 1 diisi dengan Kode RekaningsesuaidenganAPBDesa
2 Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan DanaDesa
3 Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran . Misal : PembangunanJalan
4 Kolom 4 diisi dengan jumlah volume kelauran yang terdiri jumlah dan satuan kelauran. Misal 500 Meter
5 Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal swakelola, kontraktual
6 Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah
7 Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan Rupiah
8 Kolom 8 dlisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan Rupiah
9 Kolom 9 diisi dengan persentase capaian kelauran dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan!pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangandan foto
b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:

- Penyelesaiankertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasara dan anggaran sebesar 30%;
- Undanganpelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar50%;
- Kegiatantelah terlaksana sebesar80%;
- LaporanPelaksanaanKegiatan dan Foto sebesar 100%.

Kolom 9 diisi dengan persentase capaian kelauran dengan perhitungan sebagai berikut :
10 Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaanprogram cashfor work yang diisi hanya untuk kegiatan DanaDesapada Bidang PelaksanaanPembangunan Desa.

Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan LangsungTunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan
11 Bencana,KeadaanDarurat dan Mendesak Desa.

12 Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (Kuantitas)

UElAH DITElITlI{EBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang • Undangan

~NJU JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO
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B. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANOSUNG TUNAl DESA

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAl DESA (BLT-DESA)
DESA KECAMATAN .

KABUPATEN .

NO N1K NAMA KEPALA KELUARGA I JUMLAH PENERIMAAN TANGGAL TANDA TANGANI
YANG MEWAKILI PENERIMAAN CAPJEMPOL

1 2 ;j 4 5 b

OUi'AntrANJ

TELAH DlVERIFIKASI 0
SEKRETARIS DESA

YANG MEMBAYAR
KAUR/KASI (PKA)

( ) ( )

MENGETAHUI
KEPALADESA

( )

JABUNG TIMUR,

[%ELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang . Undangan



LAMPIRANIII
PERATURANBUPATITANJUNGJABUNG TIMUR
NOMOR .w TAHUN2020
TENTANG
PERUBAHAN PERATURANBUPATI TANJUNG
JABUNG TIMUR NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPANRINCIANDANADESASETIAPDESA
DI KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUNANGGARAN2020

PRIORITASPENGGUNAANDANADESATAHUN2020

A. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana Desa.

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
1) pembangunan darr/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
2) penerangan lingkungan pemukiman;
3) pedestrian;
4) drainase;

5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah

penduduk;
7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
8) sumur resapan;

9) selokan;
10) tempat pembuangan sampah;
11) gerobak sampah;
12) kendaraan pengangkut sampah;
13) mesin pengolah sampah;
14) pembangunan ruang terbuka hijau;

15) pembangunan bank sampah Desa; dan

16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah

Desa.
b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana transportasi, antara lain:
1) perahu Zketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan

Daerah Aliran Sungai (DAS);



2) tambatan perahu;

3) dermaga apung;

4) tambat apung (buoy);

5) jalan pemukiman;
6) jalan Desa antara permukiman ke wilayahpertanian;
7) jalan poros Desa;

8) jalan Desa antara permukiman ke lokasiwisata;
9) jembatan Desa:
10) gorong-gorong;

11) terminal Desa;dan

12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan
kewenanganDesa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan,
sarana dan prasarana energi,antara lain:
1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
2) pembangkit listrik tenaga diesel;
3) pembangkit listrik tenaga matahari;
4) pembangkit listrik tenaga angin;
5) instalasi biogas;

6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN);dan

7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan
kewenanganDesa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana informasidan komunikasi, antara lain:
1) jaringan intemet untuk wargaDesa;

2) websiteDesa;

3) peralatan pengeras suara (loudspeaker};

4) radio Single Side Band (SSB);dan

5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan

kewenanganDesa dan diputuskan dalammusyawarah Desa.
2. Peningkatan Kualitasdan Aksesterhadap Pelayanan SosialDasar

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana kesehatan, antara lain:
1) air bersih berskala Desa;
2) jambanisasi;
3) mandi, cuci, kakus (MCK);
4) mobiljkapal motor untuk ambulan Desa;

5) balai pengobatan;



6) posyandu;

7) poskesdes Ipolindes;
8) posbindu;

9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai
media deteksi dini stunting;

10) kampanye Desa bebas BABSembarangan (BABS);dan

11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan
kewenanganDesa dan diputuskan dalammusyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1) taman bacaan masyarakat;

2) bangunan PAUDbagi Desayang belum ada gedungPAUD;
3) pengembangan bangunan /rehabilitasi gedung PAUD untuk

PAUDHI;

4) buku dan peralatan belajar PAUDlainnya;
5) wahana permainan anak di PAUD;

6) taman belajar keagamaan;

7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;

9) bangunan perpustakaan Desa;
10) bukuZbahanbacaan;
11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

12) gedung sanggar seni/ ruang ekonomikreatif;

13) filmdokumenter;
14) peralatan kesenian dan kebudayaan;

15) pembuatan galeriatau museum Desa;
16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)

terkait hak anak, gizidan kesehatan ibu dan anak serta isu anak
lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;

17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang

aman bagi anak; dan

18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana usaha ekonomiDesa
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian



danjatau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian

berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan Desa danjatau produk unggulan

kawasan perdesaan, antara lain:

1) bendungan berskala kecil;

2) pembangunan atau perbaikan embung;

3) irigasi Desa;

4) pencetakan lahan pertanian;

5) kolam ikan;

6) kapal penangkap ikan;

7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;

8) tambak garam;

9) kandang ternak;

10) mesin pakan ternak;

11) mesin penetas telur;

12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);

13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi,

coklat, dan kopra,);

14) embung Desa;

15) gudang pendingin (cold storage);

16) sarana budidaya ikan (benih,pakan, obat, kincir dan pompaair);
17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing,

dan perangkap);

18) alat bantu penangkapan ikan (rumpondan lampu);
19) kerambajaring apung;
20) keranjang ikan;

21) alat timbangdan ukur hasil tangkapan;
22) alat produksi es;

23) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan
perikanan);

24) tempat penjemuran ikan; dan

25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian
lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalammusyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana jasa serta usaha industri kecil danj atau industri
rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan



pengembangan produk unggulan Desa darr/atau produk unggulan

kawasan perdesaan, antara lain:

1) mesin jahit;

2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;

3) mesin penepung ikan;

4) mesin penepung ketela pohon;

5) mesin bubut untuk mebeler;

6) mesin packaging kemasan;

7) roaster kopi;

8) mesin percetakan;

9) bioskop mini;

10) alat pengolahan hasil perikanan;

11) docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan

12) saran a dan prasarana jasa serta usaha industri kecil darr/atau

industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa

dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana

dan prasararra pemasaran yang difokuskan kepada perrrberrtukan

dan pengembangan produk unggulan Desa darr/atau produk

unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1) pasar Desa;

2) pasar sayur;

3) pasar hewan;

4) tempat pelelangan ikan;

5) toko online;

6) gudang barang;

7) tempat pemasaran ikan; dan

8} sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana Desa Wisata, an tara lain:

1) ruang ganti dan/atau toilet;

2) pergola;

3) gazebo;

4) lampu taman;

5) pagar pembatas;

6) pondok wisata (homestay);

7) panggung keseniarr/pertunjukan;



8) kios cenderamata;

9) pusat jajanan kuliner;

10) tempat ibadah;

11)menara pandang (viewing deck);

12)gapura identitas;

13)wahana permainan anak;
14)wahana permainan outbound;
15)taman rekreasi;

16)tempat penjualan tiket;

17)angkutan wisata;
18) trackingwisata mangrove;
19)peralatan wisata snorkelingdan diving;

20) papan interpretasi;
21) sarana dan prasarana kebersihan;
22) pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visuals;

23) internet comer; dan
24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan

kewenanganDesa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan

ekonomiyang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan Desa dan/ atau produk unggulan kawasan

perdesaan, antara lain:
1) penggilinganpadi;
2) peraut kelapa;
3) penepung biji-bijian;

4) pencacah pakan ternak;
5) mesin sangrai kopi;
6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;

7) pompa air;
8) traktor mini;
9) desalinasi air laut;
10) pengolahan limbah sampah;
11) kolambudidaya;
12) mesin pembuat es dari air laut (slurry ice);dan
13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan

Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.



4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1} pembuatan terasering;

2) kolam untuk mata air;

3) plesengan sungai;

4) pencegahan kebakaran hutan;

5) pencegahan abrasi pantai;

6) pembangunan talud;

7) papan informasi lingkungan hidup;

8) pemulihan stock ikan (restocking) lokal;
9) rehabilitasi kawasan mangrove;
10) penanaman bakau; dan
11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang

sesuai dengan kewenanganDesa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa.

5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar
biasa lainnya yangmeliputi :
1) kegiatan tanggap darurat bencana alam dan nonalam (Pandemi

Corona Virus Disease 2019, Pandemi Flu Burung, Wabah Penyakit

Choleradan PenyakitMenularLainnya;
2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
3) pembangunan gedungpengungsian;
4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena

bencana alam;

6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
7) P3Kuntuk bencana;
8) AlatPemadamApiRingan (APAR)di Desa; dan

9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya
sesuai dengan kewenanganDesa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa.

B. DaftarKegiatanPrioritasBidangPemberdayaanMasyarakatDesa
1) Peningkatan Kualitas dan Aksesterhadap Pelayanan SosialDasar

a. pengelolaankegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
1) pelatihan pengelolaanair minum;
2) pelayanan kesehatan lingkungan;



3) bantuan insentif untuk kader PAUD,kader posyandu dan kader

pembangunan manusia (KPM);

4) alat bantu penyandang disabilitas;

5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah

terhadap anak penyandang disabilitas;

6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat

untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;

7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan

anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;

8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;

9) sosialisasi gerakan aman pangan;

10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak

(PMBA), stimulasi tumbuh kemban, PHBS, dan lain lain di

layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK,

dll);

11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;

12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk

hotikultura;

13) perawatan kesehatan danjatau pendampingan untuk ibu hamil,

nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan

lansia;

14) penguatan Pospenyuluhan Desa (Posluhdes);
15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan

kunjungan neonatal;
16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi

perkembangananak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
17) sosialisasidan kampanyeimunisasi;

18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS),
gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit
menular, penyakit seksual, HIVj AIDS tuberkulosis, hipertensi,
diabetes mellitusdan gangguanjiwa;

19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan
reproduksi di tingkat Desa;

20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan
pembangunan keluarga;

21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan
Pendapatan KeluargaSejahtera (UPPKS);



22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan

keterampilan kelompok UPPKSberbasis era Digitalisasi;

23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;

24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air

bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan

lainnya;

25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi

ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara

menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari

pertama kehidupan;

26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan

pembangunan keluarga;

27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan

perlindungan Anak;

28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;

29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku

usaha pangan;

30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam

penangkapan ikan dan

31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa

lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan

dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara

lain:

1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru

taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator

pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);

2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik

integratif (PAUDHI);

3) penyelenggaraan kelas pengaauharr/parenting bagi orangtua

anak usia 0-2 tahun;

4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi

pencegahan stunting di Desa;

5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);

6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader
pembangunan Desa;

7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan

kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;



8) pelatihan dan penyelengaraan kursus seni budaya;

9) bantu an pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga,

dan pendidikan non formallainnya;

10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan

penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog,

dan media lainnya)

11) pelatihan dan KIEtentang pencegahan perkawinan anak;

12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan

kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana

perdagangan orang;

13) bantu an pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS)bagi

warga miskin;

14) pemberian bantu an peralatan pendidikan sebelum anak diterima

di satuan pendidikan bagi warga miskin;

15) pemberian bantu an biaya pendidikan untuk anak dari keluarga

tidak mampu, minimaljenjang pendidikan menengah;

16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan

khusus;

17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting

bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;

18) pelatihan menenunjmembatik dengan menggunakan warna

alam, motif-motif yang sudah ada danj atau diciptakan sendiri

danj atau sesuai tren;

19) pelatihan Pembuatan produkjkarya kreatif yang merupakan

keunikanjke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;

20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.

21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barangjjasa kreatif,

seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin

percetakan;

22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik

di media online atau offline;

23) pelatihan pelaku ekonomikreatif pemula bagimasyarakat Desa;
24) pelatihan cara konservasiprodukjkarya kreatif bagipara
25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses

permodalanbaik di bank dan non-bank;
26) pendidikan keterampilannon-formalberbasis potensi Desa;
27) pendidikanjpelatihan konservasi sumberdayapesisir; dan



28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang

sesuai dengan kewenangan Desa dan dipu tuskan dalam

musyawarah Desa.

2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan

sumber daya lokal yang tersedia :

a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, an tara lain:

1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;

2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan

3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:

1) pengelolaan terminal Desa;

2) pengelolaan tambatan perahu; dan

3) pengelolaantransportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan

Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:

1) pengolahan limbah petemakan untuk energi biogas;

2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;

3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;

4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;

5) pengelolaan energi tenaga matahari;

6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan

7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. pengelolaan informasi dan komunikasi, an tara lain:

1) sistem informasi Desa;

2) website Desa;

3) radio komunitas;

4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;

dan

5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah

Desa.

3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan

prasarana ekonomi

a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk

ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada



pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa darr/atau

produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1) perbenihan tanaman pangan;

2) pembibitan tanaman keras;
3) pengadaan pupuk;

4) pembenihan ikan air tawar;

5) pengelolaanusaha hutan Desa;
6) pengelolaanusaha hutan sosial;
7) pengadaan bibit/ induk ternak;
8) inseminasi buatan;

9) pengadaan pakan temak;
10) tepung tapioka;
11) kerupuk;
12) keripikjamur;
13) keripikjagung;
14) ikan asin;

I5} abon sapi

16) susu sapi;
17) kopi;

18) coklat;
19) karet;

20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan
asin, ikan rebus dam ikan abon);

21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik,
karagenan dll);

22) olahan mangrove(bolu,tinta batik, keripik,permen, dll);
23) pelatihan pembibitanmangrovedan vegetasipantai;

24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;

25) pengelolaan hutan mangrovedan vegetasi pantai (hutan cemara
laut); dan

26} pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa.

b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa danZatau
produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1) meubelairkayu dan rotan,
2) alat-alat rumah tangga;



3) pakaian jadijkonveksi kerajinan tangan;

4) kain tenun;

5) kain batik;

6) bengkel kendaraan bermotor;

7) pedagang di pasar;

8) pedagang pengepul;

9) pelatihan pengelolaan docking kapal;

10)pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;

11)pelatihan pemasaran perikanan; dan

12)pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pendirian dan pengembangan BUMDesa danj atau BUMDesa

Bersama, antara lain:

1) pendirian BUMDesa danjatau BUMDesaBersama;

2) penyertaan modal BUMDesa danj atau BUMDesa Bersama;

3) penguatan permodalan BUMDesa danj atau BUMDesa Bersama;

dan

4) kegiatan pengembangan BUMDesa danjatau BUMDesa Bersama

lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam

musyawarah Desa.

d. pengembangan usaha BUMDesa danj atau BUMDesa Bersama yang

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk

unggulan Desa danj atau produk unggulan kawasan perdesaan,

antara lain:

1) pengelolaan hu tan Desa;
2) pengelolaanhutan adat;
3) pengelolaanair minum;
4) pengelolaanpariwisata Desa;

5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove

dan wisata edukasi);

7) pelatihan sentra pembenihan mangrovedan vegetasipantai;
8) pelatihan pembenihan ikan;

9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa

diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomimasyarakat yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk



unggulan Desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan,

antara lain:

1) hutan kemasyarakatan;

2) hutan tanaman rakyat;

3) kemitraan kehutanan;

4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;

5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/ atau

industri rumahan;

6) bantuan saran a produksi, distribusi dan pemasaran untuk

usaha ekonomi masyarakat; dan

7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang

sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

musyawarah Desa.

f. pemanfaatan TeknologiTepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan Desa darr/atau produk unggulan kawasan perdesaan,
antara lain:
1) sosialisasi TTG;

2) pos pelayanan teknologiDesa (Posyantekdes);
3) percontohan TTGuntuk:

a) produksi pertanian;
b) pengembangan sumber energi perdesaan;
c) pengembangan sarana transportasi;

d) pengembangan sarana komunikasi; dan
e) pengembangan jasa dan industri kecil;

4) sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
5) sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim;dan

6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah
Desa.

g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa,dan usaha
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa darr/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, antara lain:
1) penyediaan informasi hargaZpasar;
2) pameran hasil usaha BUMDesa,usaha ekonomimasyarakat;
3) kerjasama perdagangan antar Desa;

4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan



5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan

Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan

menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya

yang meliputi:

a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;

b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;

c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;

d. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan

e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan

kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

a. pembibitan pohon langka;

b. reboisasi;

c. rehabilitasi lahan gambut;

d. pembersihan daerah aliran sungai;

e. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)

f. pemeliharaan hutan bakau;

g. pelatihan rehabilitasi mangrove;

h. pelatihan rehabilitasi terumbu karang;

i. pelatihan pengolahan limbah; dan

J. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang

diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang

demokratis dan berkeadilan social :

a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan

pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa,

antara lain:

1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);

2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat

dan Iatau balai rakyat;

3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa darr/ atau balai rakyat;

dan

4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang

diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara

berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan

sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:



1) penyusunan arah pengembangan Desa;

2) penyusunan rancangan prograrrr/kegiatan pembangunan Desa

yang berkelanjutan;

3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;

4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;

5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan

perikanan;dan

6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan

dalam musyawarah Desa.

c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas,

potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:

1) pendataan potensi dan aset Desa;

2) penyusunan profil Desai data Desa;
3) penyusunan peta aset Desa;

4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan,
penganggaran,analisis, dan evaluasikemiskinan terpadu;

5} dukungan penetapan IDM;
6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan

7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan
dalammusyawarah Desa.

d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada
kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan
kelompokmarginal, antara lain:
1) sosialisasi penggunaan dana Desa;

2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga
disabilitas, perempuan, anak, dan kelompokmarginal;

3) pembentukan dan pengembanganForum Anak Desa sebagai pusat
kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;

4) rembug stunting di Desa;

5) rembug anak Desa khusus sebagaibagian dari musrenbangdes;
6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari

musrenbangdes;

7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas,
perempuan, anak, dan kelompokmarginal;dan

8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompokmasyarakat dan
keluarga;

9) pelatihan bagikader Desa tentang gender;



10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan

khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai

dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;

11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender

bagi fasilitator Desa;

12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang

diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa,

antara lain:

1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa

berbasis data digital;

2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka

untuk publik;

3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat;

dan

4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang

diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa

yang dilakukan melalui musyawarah Desa, an tara lain:

1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal- hal

strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;

2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan

3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang

diputuskan dalam musyawarah Desa.

g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan

pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan

di Desa, antara lain:

1) pelatihan kaderjpendamping forum anak (atau kelompok anak

lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan

pengorganisasian.

2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa,

aset Desa, pengorganisasian, jumalis warga, dan isu anak lainnya;

3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin

dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi

kependudukan dan catatan sipil;

4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan,

petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan

- -- -------------------------



5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah

Desa.

h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya

manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan

Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan Desa danjatau produk unggulan

kawasan perdesaan, an tara lain:

1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil

dan perdagangan;

2) pelatihan industri rumahan;

3) pelatihan teknologi tepat guna;

4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai

kondisi Desa;

5) Pelatihan pemandu Wisata;

6) Interpretasi wisata;

7) Pelatihan Bahasa Asing;

8) Pelatihan Digitalisasi;

9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;

10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar

wisatajPokdarwis;

11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;

12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;

13}Pelatihan pengemasan ikanjproduk ikan;

14) Pelatihan teknik pemasaran online;

15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan

16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung

pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa danjatau

produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara

partisipatif oleh masyarakat Desa, an tara lain:

1) pemantauan berbasis komunitas;

2) audit berbasis komunitas;

3) pengembangan unit pengaduan di Desa;

4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk

penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;



5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;

6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan

serah terima hasil pembangunan Desa; dan

7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang

diputuskan dalam musyawarah Desa.
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